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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis

Kinerja Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-

2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

Hasil Analisis Varians Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur pada
tahun 2016 - 2018 diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih kecil
dari anggaran yaitu ditunjukan pada tahun 2016 dengan selisih sebesar Rp
66.265.106.317,00, sedangkan dilihat dari pencapaian belanja yaitu
sebesar 94,19%.Tahun 2017 ditunjukan dengan selisih sebesar Rp
115.262.260.663,00, sedangkan dilihat dari pencapaian belanja yaitu
sebesar 89,97%. Tahun 2018 ditunjukan dengan selisih sebesar Rp
115.243.497.903,00, sedangkan dilihat dari pencapaian belanja yaitu
sebesar 90,29%. Berdasarkan hasil analisis varians belanja daerah pada
Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2016-2018, kinerja belanja pada
Kabupaten Flores Timur dikatakan fluktuasi.

Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2016 - 2018 menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah dari
rendah sampai sedang. Tingkat pertumbuhan tahun 2016 sampai dengan
2018 berturut — turut sebesar 25,80%, -3,84% dan 3,67%. Pada Tahun
2016 pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 28,84% sedangkan

belanja langsung sebesar 20,90%. Pada tahun 2017 belanja tidak langsung
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pertumbuhannya sebesar -3,78% sedangkan belanja langsung sebesar -3,94
%. Pada tahun 2018 belanja tidak langsung pertumbuhannya yaitu sebesar
-2,20% sedangkan belanja langsung sebesar 13,81%. Hal ini menunjukkan
bahwa Kabupaten Flores Timur mampu mengelola dana yang ada dan
mampu untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat.

Analisis Keserasian Belanja berupa :

a. Hasil Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kabupaten
Flores Timur Tahun 2016 sampai dengan 2018 dikatakan sangat serasi
dengan rata-rata rasio sebesar 85,9%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih
banyak dana belanja Pemerintah Kabupaten Flores Timur dialokasikan
untuk belanja modal.

b. Hasil Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten Flores
Timur Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dikatakan tidak serasi
dengan rata- rata rasio sebesar 15,04%. Hal ini berarti bahwa sebagian
dana belanja Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagian
dialokasikan kepada belanja operasi dibandingkan belanja Modal.

Berdasarkan Analisis Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur

menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2016 sampai dengan

2018 sebesar 94,19%, 89,96%, 90,29% dengan rata — rata 91,48%,

dengan demikian belanja daerah Kabupaten Flores Timur dikategorikan

efisiensi karna dalam 3 tahun tingkat efisiensinya kurang dari 100% . Hal
ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur

telah mengutamakan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
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6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada pemerintah
Kabupaten Flores Timur mengenai kinerja belanja sehingga disarankan:
pemerintah Kabupaten Flores Timur tetap mempertahankan efisiensi agar
dana dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan/belanja lain yang lebih
produktif. Sementara itu hendaknya tidak berfokus dalam meningkatkan PAD
saja tetapi, perlu mengalokasikan belanja modal yang cukup besar untuk

kesejahteraan masyarakat.
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